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PENUTUP

A. KESIMPULAN
Berdasarkan rangkaian pembahasan mengenai bentuk perlindungan
hukum yang diberikan oleh PT. PKSS kepada pekerja outsourcing yang
ditempatkan di PT. BRI Cik Di Tiro Yogyakarta, maka dapat ditarik suatu
kesimpulan : pada dasarnya perlindungan yang diberikan oleh PT. PKSS
kepada pekerja outsourcing yang ditempatkan di PT. BRI Cik Di Tiro
dilaksanakan ada yang sesuai dan ada yang belum sesuai dengan Undang-

Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Bentuk

perlindungan hukum yang diberikan oleh PT Prima Karya Sarana

Sejahtera terhadap pekerja outsourcing yang ditempatkan di PT. BRI Cik

Di Tiro Yogyakarta, antara lain berupa :

1. Pekerja outsourcing yang ditempatkan di PT. BRI Cik Di Tiro
mendapatkan upah dari PT. Prima Karya Sarana Sejahtera yang berupa
gaji/ upah pokok dan tunjangan-tunjangan, hal ini telah sesuai dengan
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

2. PT. BRI Cik Di Tiro memberikan waktu kerja kepada pekerja
outsourcing dengan ketentuan 8 (delapan) jam 1 (satu) hari dan 40

(empat puluh) jam dalam 1 (satu) minggu untuk 5(lima) hari kerja



69

puluh empat) dalam 1 (satu) hari dan 60 (enam puluh) jam dalam 1
(satu) minggu dan penjaga malam bekerja selama 8 (delapan) jam
dalam 1 (satu) shiff untuk 1 (satu) hari dan 56 (lima puluh enam) jam
dalam 1 (satu) minggu. Hal ini tidak sesuai dengan ketentuan dalam
Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

PT. Prima Karya Sarana Sejahtera memberikan cuti kepada pekerja
outsourcing yang ditempatkan di PT. BRI Cik Di Tiro Yogyakarta
dengan mengganti pekerja yang mengajukan cuti dengan pekerja
pengganti, hal ini telah sesuai dengan ketentuan dalam Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

PT. Prima Karya Sarana Sejahtera mengikutsertakan pekerja

outsourcing dalam program jamsostek.

B. SARAN

1.

Berdasarkan data-data yang diperoleh diatas disarankan bahwa :
Pekerja  outsourcing harus lebih diperhatikan dalam hal
kesejahteraannya guna untuk meningkatkan taraf hidup para pekerja
outsouréing dan keluarganya.

Bagi pemerintah diharapkan dapat menyediakan lapangan pekerjaan
dengan tujuan untuk mengdrangi angka pengangguran yang semakin

meningkat.
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PERJANJIAN KERJA
ANTARA
P.T PRIMA KARYA SARANA SEJAHTERA
DENGAN '
DEDE SUPRIYATNA

No: B. — PKSS/SDM/VI1/2008

Pada hari ini Selasa tanggal Satu bulan Januari tahun Dua Ribu Delapan (01 - 01 -2008)

L.

IL

Yang bertandatangan dibawah ini :

SOETARDI RD, Kepala Perwakilan PT. Prima Karya Sarana Sejahtera bertempat tinggal di
Jalan Sultan Iskandar Muda No.F 25 Arteri Pondok Indah, Jakarta Selatan, dalam hal ini
bertindak dalam jabatannya selaku kuasa Direksi PT. Prima Karya Sarana Sejahtera yang
berkedudukan di Jakarta di Jalan Sultan Iskandar Muda No. F. 25 Arteri Pondok Indah, Jakarta
Selatan, berdasarkan Surat Kuasa dibawah tangan bermaterai cukup tertanggal 17 Januari 2003
No.B. 098-PKSS/DIR/SDM/01/2003, oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama PT. Prima
Karya Sarana Sejahtera, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.

Nama : Dede Supriyatna.

NIP

Jenis kelamin : Laki-Laki

Tempat/Tanggal lahir : Cirebon, 23 Desember 1980.

Alamat ¢ JL. May Sutoye Noe. 52 Cilacap.

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Dengan ini PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA (kedua belah pihak) menyatakan setuju untuk
mengadakan Perjanjian Kerja waktu tertentu guna melaksanakan tugas/pekerjaan dengan ketentuan-
ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1
PENGERTIAN UMUM

Dalam Perjanjian Kerja ini yang dimaksud dengan:

1.

Pekerja adalah PIHAK KEDUA yang terikat Perjanjian Kerja dengan PIHAK PERTAMA menurut
Perjanjian Kerja ini.

Daftar Hadir adalah daftar hadir Pekerja waktu tertentu yang dikelola oleh Koordinator/ Pengawas
Pekerja di masing-masing unit kerja.

Pasal 2 ..........
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Pasal 2
JENIS DAN LINGKUP PEKERJAAN
PIHAK KEDUA setuju untuk melaksanakan tugas/pekerjaan yang diberikan oleh PIHAK

PERTAMA sebagai SATPAM dengan status’kedudukan sebagai Pekerja waktu tertentu,
ditempatkan di Kanca BRI Cilacap.

Ruang lingkup tugas/pekerjaan yang diserahkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA
disesuaikan dengan jabatan/tugas dari PIHAK KEDUA dan dituangkan dalam bentuk  Surat
Penugasan dan Uraian tugas/pekerjaan (Job Description) yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA.

Surat Penugasan dan Uraian tugas/pekerjaan (Job Description) tersebut dalam ayat 2 pasal ini
ditandatangani oleh kedua belah pihak dan merupakan lampiran yang tidak terpisahkan dengan
perjanjian ini.

PIHAK KEDUA diterima bekerja sebagai Pekerja dengan status bujangan.

Pasal 3
JANGKA WAKTU PERJANJIAN
Perjajian Kerja ini berlaku selama 3 (tiga) bulan sejak tanggal Satu bulan Januari tahun Dua
Ribu Delapan ( 01-01-2008 ) sampai dengan tanggal Tiga Puluh Satu bulan Maret tahun Dua
Ribu Delapan ( 31 — 03 - 2008 ) atau sampai dengan saat perjanjian ini diputus oleh PIHAK

PERTAMA karena PIHAK KEDUA melanggar ketentuan yang tercantum dalam pasal 5 Perjanjian
ini dan atau ketentuan lain yang berlaku bagi Pekerja di PIHAK PERTAMA.

Jangka waktu Perjanjian Kerja yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dapat diperpanjang
berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak sepanjang jumlah jangka waktu Perjanjian awal dan
perpanjangannya tidak lebih dari 2 (dua) tahun.

Pasal4

KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA
PIHAK PERTAMA berkewajiban membayar upah kepada PIHAK KEDUA dengan komponen |
upah sebagai berikut :
a.  Upah pokok SEDESAT RD. (ccoervrvevereersremerssssssssssssssssrnnrenersssssssssenssaneneres) PEE bulan
b. Tunjangan uang makan sebesar Rp. 9.200 (Sembilan Ribu Dua Ratus Rupiah) / hari kerja /
¢. Tunjangan uang transport Rp. 180.000 (Seratus Delapan Puluh Ribu Rupiah) per bulan !
d. Tunjangan uang pengobatan Rp. 25.000 (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) per bulan

Upah sebagai dimaksud ayat 1 Pasal ini dibayarkan secara bulanan setiap tanggal 25 (dua puluh
lima) bulan pembayaran.

(3) Memberikan...
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Memberikan lumpsum biaya perjalanan dinas kepada PIHAK KEDUA berdasarkan ketentuan yang
berlaku bagi Pekerja waktu tertentu di REKANAN apabila PIHAK KEDUA ditugaskan untuk
melaksanakan perjalanan dinas oleh REKANAN atas beban biaya REKANAN

PIHAK PERTAMA berkewajiban membayar upah lembur bagi Pekerja yang melaksanakan tugas
lembur sesuai ketentuan yang berlaku di PFHAK PERTAMA dan REKANAN.

PIHAK PERTAMA memberikan cuti selama 12 (dua belas) hari kerja dalam 1 (satu) tahun kepada
PIHAK KEDUA, dengan catatan cuti tersebut dapat dilaksanakan apabila PIHAK KEDUA telah
bekerja pada REKANAN sekurang-kurangnya 6 ( enam ) bulan sesuai dengan ketentuan yang
berlaku pada PFHAK PERTAMA.

Atas Pelaksanaan cuti tersebut PIHAK PERTAMA akan memberikan uang cuti berdasarkan
ketentuan yang berlaku bagi Pekerja waktu tertentu di PIHAK PERTAMA.

PIHAK PERTAMA berkewajiban mengikutsertakan Pekerja waktu tertentu dalam Program Iuran
Pasti Dana Pensiun Lembaga Keuangan (PPIP-DPLK) yang pelaksanaannya telah diatur dalam SK
Direksi Nokep: No.B. 014 -DIR/PKSS/SDM/12/2004 tgl 31 Desember 2004 dan dengan
kepesertaan Pekerja dalam program PPIP-DPLK tersebut maka PIHAK PERTAMA tidak
berkewajiban lagi membayar uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja sebagai dimaksud
Pasal 156 Undang-undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan atau Peraturan
Perundangan lain yang berlaku.

PIHAK PERTAMA memberikan uang Tunjangan Hari Raya Keagamaan/THR kepada PTHAK
KEDUA yang mempunyai masa kerja sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan pada saat pembayaran
THR, yang dilakukan secara proporsional untuk masa 1(satu) tahun yang bersangkutan.

PIHAK PERTAMA mengikut sertakan PIHAK KEDUA dalam Program Jamsostek yang terdiri
dari Jaminan Kecelakaan Kerja, jaminan Kematian dan Jaminan hari Tua.

PIHAK PERTAMA memberikan pengobatan non rutin yaitu berupa Penggantian biaya rawat inap
bagi Pekerja yang menjalankan rawat inap yang pelaksanaannya telah diatur dalam SK Direksi
Nokep : B. 002-DIR/PKSS/03/2004 tanggal 16 Maret 2004..

Pasal 5
KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

PIHAK KEDUA dengan segala kemampuan melaksanakan tugas/pekerjaan yang telah diberikan
dan dipercayakan oleh PIHAK PERTAMA dan atau REKANAN kepadanya dengan sebaik- -
baiknya dan dengan penuh rasa tanggung jawab serta senantiasa melindungi kepentingan PIHAK
PERTAMA dan atau REKANAN.

PIHAK KEDUA tidak melakukan kejahatan baik yang diatur dalam Kitab Undang - Undang
Hukum Pidana, Undang Undang Tindak Pidana Khusus Korupsi maupun Peraturan Perundang-
undangan lainnya yang berlaku, serta tidak melakukan perbuatan/tindakan yang secara langsung
maupun tidak langsung dapat menimbulkan kerugian secara administrasi, finansial dan atau dapat
merusak citra PIHAK PERTAMA dan atau REKANAN.

PIHAK KEDUA wajib mentaati ketentuan Perjanjian ini, Peraturan Perusahaan dan Peraturan-
peraturan lainnya yang dikeluarkan oleh PIHAK PERTAMA dan atau REKANAN dan menjaga
kepentingan PIHAK PERTAMA dan/atau REKANAN dengan sebaik-baiknya.

PIHAK KEDUA diwajibkan memelihara dengan tertib dan lengkap semua catatan/data,
arsip/berkas yang berhubungan dengan pekerjaannya yang seharusnya dilakukan sesuai dengan
tugas dan tanggung jawabnya serta membolehkan REKANAN atau wakilnya untuk meneliti,
memeriksa dan membuat salinan atau copynya.

(5) PIHAK KEDUA..........
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PIHAK KEDUA diwajibkan untuk memberikan kepada REKANAN dan atau PIHAK PERTAMA
segala informasi yang menyangkut tugas pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya setiap saat
REKANAN dan atau PIHAK PERTAMA membutuhkan.

PIHAK KEDUA tidak memberikan keterangan tentang keadaan keuangan nasabah yang tercatat
pada REKANAN, serta hal-hal lain yang harus dan atau sepatutnya dirahasiakan oleh Bank
menurut lazimnya yang berlaku dalam dunia perbankan.

PIHAK KEDUA tidak memberikan keterangan kepada media cetak dan media elektronik serta
pihak lain, dan tidak pula membicarakan diluar hubungan dinas segala sesuatu yang diketahuinya
mengenai REKANAN dan atau PIHAK PERTAMA.

Kewajiban yang tercantum dalam ayat 6 dan ayat 7 pasal ini berlaku terus sampai dengan 1 (satu)
tahun setelah PIHAK KEDUA tidak lagi bekerja pada REKANAN dan atau PIHAK PERTAMA.

PIHAK KEDUA bersedia mengganti segala kerugian yang diderita oleh REKANAN dan atau
PIHAK PERTAMA dan atau menerima sanksi sesuai dengan peraturan/ketentuan yang berlaku
sebagai akibat kelalaian/kesalahan yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA dalam melaksanakan
tugas pekerjaan yang menjadi tanggung jawabnya.

PIHAK KEDUA bersedia dikenakan pengurangan atas upahnya berdasarkan peraturan /ketentuan
yang berlaku bagi Pekerja Kontrak di PIHAK PERTAMA apabila tidak hadir secara penuh selama
jam kerja berdasarkan Daftar Hadir yang telah disetujui REKANAN dan akan diperhitungkan pada
pembayaran upah bulan berikutnya.

PIHAK KEDUA tidak menuntut fasilitas/hak/kesejahteraan lain selain yang telah
ditentukan/ditetapkan dalam Perjanjian ini yang kecuali ditentukan lain oleh PIHAK PERTAMA
(bersifat tidak mengikat)

PIHAK KEDUA tidak diperkenankan bekerja pada perusahaan selain perusahaan PIHAK
PERTAMA selama jangka waktu pelaksanaan Perjanjian Kerja ini.

PIHAK KEDUA wajib memberitahukan kepada PIHAK PERTAMA setiap terjadi perubahan
alamat rumabh, ahli waris, susunan keluarga.

PIHAK KEDUA wajib menyediakan tenaga pengganti sesuai dengan kualifikasi apabila PITHAK
KEDUA berhalangan melaksanakan tugas pekerjaannya, dengan biaya menjadi beban PIHAK
PERTAMA sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 6
SANKSI

Terhadap PTHAK KEDUA yang tidak hadir secara penuh selama jam kerja dikenakan pengurangan
atas upah yang diterimanya, dengan perhitungan pengurangan berdasarkan ketentuan yang berlaku
bagi Pekerja waktu tertentu di PIHAK PERTAMA.

PIHAK PERTAMA dapat memutuskan /mengakhiri Perjanjian Kerja ini secara sepihak sebelum
jangka waktu Perjanjian Kerja ini berakhir apabila PIHAK KEDUA melanggar atau tidak
memenuhi ketentuan sebagaimana yang tercantum dalam pasal 5 Perjanjian ini atau ketentuan
yang berlaku bagi Pekerja waktu tertentu di PIHAK PERTAMA atau karena kinerja/perilaku
PIHAK KEDUA mengakibatkan REKANAN tidak bersedia menerima PIHAK KEDUA sebagai
Pekerja yang ditempatkan di Perusahaan REKANAN.

(3) Dalam ..........
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Dalam hal pemutusan perjanjian kerja ini karena PPHAK KEDUA melakukan pelanggaran yang
mengakibatkan kerugian finansial bagi REKANAN dan atau PITHAK PERTAMA, maka PIHAK
KEDUA wajib mengganti seluruh kerugian yang diderita oleh REKANAN dan atau PTHAK
PERTAMA dan REKANAN dan atau PIHAK PERTAMA dapat menuntut pula terhadap PIHAK
KEDUA melalui jalur hukum (Pengadilan) baik Pidana maupun Perdata.

Pasal 7
PERJANJIAN KERJA BERAKHIR

Perjanjian Kerja antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA berakhir apabila :

= PIHAK KEDUA meninggal dunia.

= PIHAK KEDUA menderita sakit berkepanjangan.

» PIHAK KEDUA mengundurkan diri.

» PIHAK KEDUA baik secara langsung maupun tidak langsung melanggar /tidak memenuhi
ketentuan Perjanjian ini dan Ketentuan yang ditetapkan oleh REKANAN dan atau PIHAK
PERTAMA.

* Pekerja dianggap tidak cakap melaksanakan tugasnya sesuai kualifikasi yang telah ditentukan
pada jabatan tertentu.

* PIHAK PERTAMA tidak memungkinkan lagi untuk mempekerjakan PIHAK KEDUA
disebabkan oleh hal-hal yang berada diluar kekuasaan PTHAK PERTAMA (force majeur).

Bagi Pekerja waktu tertentu dan telah berakhir masa Perjanjian Kerjanya serta telah mencapai usia
pensiun akan memperoleh manfaat pensiun sesuai ketentuan yang berlaku pada Program Iuran
Pasti Dana Pensiun Lembaga Keuangan (PPIP-DPLK)

Bagi Pekerja waktu tertentu yang telah berakhir masa perjanjian kerjanya namun belum mencapai
usia pensiun (minimal 45 (empat puluh lima) tahun) akan memperoleh iuran yang telah disetorkan,
namun dana pengembangannya akan di terimakan setelah mencapai usia pensiun (minimal 45
(empat puluh lima) tahun.

Apabila PIHAK PERTAMA mengakhiri Hubungan Kerja sebelum jangka waktu Perjanjian Kerja
ini berakhir yang disebabkan bukan karena kesalahan/kelalaian dari PIHAK KEDUA, maka
PIHAK PERTAMA akan memberikan ganti rugi sebesar jumlah upah untuk jangka waktu
Perjanjian Kerja yang tersisa serta hak kepesertaan dalam Program Program luran Pasti Dana
Pensiun Lembaga Keuangan (PPIP-DPLK) atas nama PIHAK KEDUA yang sudah terbit sampai
dengan Hubungan Kerja tersebut diakhiri dapat dicairkan.

Apabila PIHAK PERTAMA mengakhiri Hubungan Kerja dengan PIHAK KEDUA karena
kelalaian/kesalahan PIHAK KEDUA, maka PIHAK PERTAMA tidak akan memberikan
penggantian dalam bentuk apapun kepada PIHAK KEDUA dan hak kepesertaan dalam Program
Iuran Pasti Dana Pensiun Lembaga Keuangan (PPIP-DPLK) atas nama PIHAK KEDUA yang
sudah terbit sampai dengan Hubungan Kerja tersebut diakhiri dapat dicairkan.

Dalam hal PIHAK KEDUA akan memutuskan Perjanjian Kerja sebelum jangka waktu Perjanjian
Kerja berakhir, maka PIHAK KEDUA harus memberitahukan maksudnya tersebut selambat-
lambatnya 1 (satu) bulan sebelumnya

Kedua belah pihak sepakat untuk mengesampingkan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Pasal
1266 KUH Perdata Indonesia dan kedua belah pihak menyatakan melepaskan hak-haknya dalam
Perjanjian ini yang diatur dalam Pasal 1267 KUH Perdata Indonesia.
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Pasal 8
PERSELI SIHAN

Dalam hal terjadi perselisihan dalam melaksanakan Perjanjian Kerja ini, maka kedua belah pihak
bersepakat untuk sedapat mungkin menyelesaikan secara musyawarah.

Dalam hal tidak terdapat kesesuaian pendapat dalam musyawarah, maka kedua belah pihak sepakat
untuk menyerahkannya kepada Pengadilan Negeri Setempat atau ditempat yang disetujui kedua
belah pihak.

Untuk perjanjian kerja ini dan segala akibatnya kedua belah pihak memilih tempat kedudukan
hukum (domisili) yang tetap dan umum di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Setempat.

.Pasal9
PENUTUP

Hal-hal yang belum atau belum cukup diatur dalam Perjanjian Kerja ini akan diatur kemudian atas
dasar permufakatan bersama oleh kedua belah pihak yang akan dituangkan ke dalam bentuk surat
atau Perjanjian tambahan (addendum) yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan
dari Perjanjian Kerja ini.

Perjanjian Kerja ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermeterai cukup dan
mempunyai kekuatan hukum yang sama. Rangkap pertama dipegang oleh PIFHAK PERTAMA dan
rangkap kedua dipegang oleh PIHAK KEDUA.

Semua Perjanjian atau Kesepakatan Kerja yang ditandatangani oleh PPIHAK KEDUA dan PIHAK
PERTAMA sebelum tanggal Perjanjian Kerja ini, bila ada, dengan ini dinyatakan batal atau tidak
berlaku lagi.

PIHAK KEDUA dengan ini menyatakan tidak ada janji-janji, syarat-syarat atau pengertian lain
apapun selain dari apa yang tercantum dalam Perjanjian Kerja ini.

PIHAK KEDUA memahami sepenuhnya bahwa semua hal yang tercantum dalam peraturan
Perusahaan berlaku baginya, kecuali jika telah ditentukan lain dalam Perjanjian Kerja ini maka
ketentuan dalam Perjanjian Kerja inilah yang berlaku.

Perjanjian Kerja ini dibuat dengan sebenar-benarnya tanpa adanya tekanan atau paksaan apapun -
dan setelah dibaca secara seksama maka kedua belah pihak sepakat menandatangani Perjanjian
Kerja ini.

PIHAK PERTAMA PIHAK KEDUA

(SOETARDIRD) 0



